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Abstract 
The purpose of this study are: 1) to explore and analyze the implementation of school-
based management and 2) to explore and analyze the management of school operational support 
grants in elementary schools in the area of Ratolindo Sub-District, Tojo Una-Una. The study 
applies descriptive methods with quantitative and qualitative approaches. Sample includes 33 
respondents from 3 schools (SDN 8, SDN 3, and SDN 12) as the largest beneficiaries of BOS 
grant that is pusposively selected. Respondents are the principals, treasurer who handles BOS 
grants in The Department of Education, Youth, and Sport, teacher representatives, school 
committees, and student parents. The result shows that the implementation of school-based 
management in elementary schools in the area of Ratolindo Sub-District, Tojo Una-Una is rated 
„good‟ with a mean of 4.48. Indicator with the higest mean is solid teamwork with independency 
and accountability in managing the school operational support grants. The „weak‟ indicator 
relates with participation in decision making. Also, participation level of parents, especially in 
celebration of national holidays that are not covered by BOS grants. Overall the management of 
BOS grants is rated „good‟ with mean of 4.69. Indicator with the highest mean in the preparation 
of school-budget plan, budget verification, and transaprancy and accountability in managing 
the grant. However, there is a school, SDN 12, which does not open access for parents to report 
transparency-related matters. Furthermore, SDN 8 has not posted information of  “free of cost 
education or this school is secured by BOS funds”. 
Kaywords: implementation of school-based management, School Operational Support Grants 
(dana BOS) Management 
 
Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 
ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga 
negara yang berusia 7-15 tahun wajib 
mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 
menyebutkan bahwa Pemerintah dan 
pemerintah daerah menjamin terselenggaranya 
wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan 
dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam 
ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar 
merupakan tanggung jawab negara yang 
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 
pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-
undang tersebut adalah Pemerintah dan 
pemerintah daerah wajib memberikan layanan 
pendidikan bagi seluruh peserta didik pada 
tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta 
satuan pendidikan lain yang sederajat. 
Pendidikan merupakan salah satu kunci 
penanggulangan kemiskinan dalam jangka 
menengah dan jangka panjang. Namun, 
sampai dengan saat ini masih banyak orang 
miskin yang memiliki keterbatasan akses 
untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini 
disebabkan antara lain karena mahalnya biaya 
pendidikan. Meningkatnya kebutuhan dalam 
pendidikan tersebut, mendorong pemerintah 
Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi 
kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah 
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satunya adalah dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional 
Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap 
sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan 
tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan 
demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun 
yang bermutu.  
Hasil penelitian  Muhammad Wirawan, 
dkk (2013), mengungkapkan  bahwa  Program 
Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) 
sangat memberikan banyak sekali manfaat 
yaitu Output dan Outcome dari pemberian 
dana BOS ini kepada sekolahrya dan 
masyarakat terutama wali murid yang berada 
dalam kalangan menengah ke bawah.Namun,  
kebijakan Dana BOS bukan berarti behentinya 
permasalahan pendidikan. Akan tetapi,  
masalah baru muncul terkait dengan 
penyelewengan dana BOS dan ketidak-
efektifan pengelolan dana BOS. 
Kabupaten Tojo Una-Una terdapat 12 
kecamatan dan  tahun 2014 tercatat bahwa 
jumah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 180, 
dengan jumlah murid 22.012 orang , jumlah 
Guru 1.377 orang. (BPS, 2014). Selain itu,   
angka melek huruf, rata-rata lama sekolah di 
Kabupaten Tojo Una-Una  mengalami 
peningkatan  7,90 tahun, angka ini hampir 
mencapai target wajibbelajar 9 tahun yang 
dicanangkan pemerintah. 
Salah satu kecamatan penerima  alokasi 
Dana BOS tertinggi di Tahun 2015 adalah   
Kecamatan Ratulindo sebesar Rp.443.990.000. 
(Triwulan 3) jumlah murid 554.998 siswa dari 
17 SD yang tersebar dibeberapa kelurahan 
(Dikpora Kab. Touna, 2015). Pelaksanaan 
program Dana BOS telah berlangsung sejak 
tahun 2005, namun implementasi di lapangan 
masih mengalami beberapa kendala terutama 
pada aspek manajemen BOS, walaupun telah 
ada Juknis BOS (2015) yang menjelaskan 
bahwa Dana BOS diterima oleh sekolah secara 
utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah 
dengan melibatkan dewan guru dan Komite 
Sekolah dengan menerapkan MBS 
(Manajemen Berbasis Sekolah) sebagai 
berikut:  
1. Sekolah mengelola dana secara profesional, 
transparan dan akuntabel;  
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka 
Menengah yang disusun 4 tahunan;  
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja 
Tahunan (RKT) dalam bentuk; 
4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 
(RKAS), dimana dana BOS merupakan 
bagian integral dari RKAS tersebut;  
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS 
harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah;  
6. Rencana Jangka Menengah dan RKAS 
harus disetujui dalam rapat dewan pendidik 
setelah memperhatikan pertimbangan 
Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD 
Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah 
negeri) atau yayasan (untuk sekolah 
swasta).  
Menurut Satori (2006) ada 16 (enam 
belas) macam indikator keberhasilan 
implementasi MBS di sekolah yaitu; (1) 
efektifitas proses pembelajaran, (2) 
kepemimpinan sekolah yang kuat, (3) 
pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, 
(4) sekolah memenuhi budaya mutu, (5) 
sekolah memiliki Team Workyang kompak, 
cerdas dan dinamis, (6) sekolah memiliki 
kemandirian, (7) partisipasi warga sekolah dan 
masyarakat, (8) sekolah transparansi, (9) 
sekolah memiliki kemauan untuk berubah, 
(10) sekolah melakukan evaluasi dan 
perbaikan, (11) sekolah responsif dan 
antisipasif terhadap kebutuhan, (12) sekolah 
akuntabilitas, (13) sekolah memiliki 
sustainabilitas, (14) output adalah prestasi 
sekolah, (15) penekanan angka drop out, dan 
(16) keputusan staf. 
Selain itu, hasil penelitian  Yahya 
Sudarta, dkk (2014), menjelaskan bahwa 
terdapat dua  model yaitu model standard dan 
model alternatif. Dimana, Manajemen BOS 
model standar menerapkan pola manajemen 
BOS sebagaimana pedoman pelaksanaan BOS 
dari Depdiknas. Sementara model alternatif 
memiliki ciri adanya penyebaran/distribusi 
tugas kepada beberapa guru.  




Model alternatif terdapat dua pola 
umum, yaitu pola tersebar berdasarkan 
kemampuan dan pola tersebar berdasarkan 
kesempatan. Temuan  Yahya Sudarta, dkk 
(2014),  mengemukakan bahwa sejauh ini 
belum terdapat bukti yang kuat mengenai 
pengaruh BOS terhadap upaya peningkatan 
mutu pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan 
alokasi BOS sementara ini baru mencakup 
komponen-komponen pendukung operasional 
sekolah. Ke depan, perlu kiranya 
diperhitungkan komponen-komponen terkait 
langsung dengan proses peningkatan mutu 
pembelajaran seperti penyediaan biaya untuk 
pengembangan bahan ajar, LKS dan porsi 
peningkatan professional guru perlu 
ditingkatkan lagi. Namun demikian, sejauh ini 
BOS dipandang mampu meningkatkan akses 
pendidikan terutama bagi anak dari kalangan 
kurang mampu. 
Selanjutnya, hasil penelitian Yahya 
Sudarta, dkk (2014),  mengungkapkan bahwa 
terkait dengan ragam model manajemen BOS, 
guru cenderung menilai negatif manajemen 
BOS standar dikarenakan pengelolaannya 
terbatas serta ada indikasi penyelewengan 
prinsip manajemen BOS. Walaupun di 
sekolahnya menerapkan model manajemen 
alternatif, akan tetapi masih terdapat  
permasalahan terkait dengan peran ganda guru 
yang harus mereka lakukan: mengajar dan 
administrator. 
Pengamatan penulis dalam prapenelitian 
di kecamatan Ratulindo, dimana tim 
manajemen BOS mengatakan semenjak dana 
BOS dikeluarkan belum terlihat indikasi yang 
menggembirakan dimana dana BOS kurang 
menampakkan pengaruh yang signifikan 
terhadap peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah. Sekolah masih merasakan kekurangan 
dana untuk penyelenggaraan dan peningkatan 
mutu pendidikan dikarenakan: (1) Masih ada  
sekolah yang kurang transparansi dan tidak 
melibatkan komite sekolah dalam 
merencanakan penggunaan dana BOS, (2) 
Masih ada sekolah yang menggunakan dana 
BOS tidak sesuai dengan rencana penggunaan 
dana BOS, (3) Hasil Audit Inspektorat 
kabupaten Tojo Una-Una menemukan bahwa 
banyak sekolah yang menggunakan dana BOS 
tidak sesuai dengan pengeluaran, (4) Beberapa 
sekolah yang laporan pertanggungjawaban 
dana BOS ditolak dan dikembalikan, hal ini 
disebabkan oleh sistem pelaporannya yang 
tidak sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. Berdasarkan fenomena  yang di 
uraiakan pada latar belakang tersebut di atas, 
maka penulis tertarik mengajukan judul 
penelitian yaitu “Implementasi Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) Dan  Pengelolaan 
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kecamatan 




Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan  kualitatif dan 
kuantitatif. Adapun metode kuantitatif dan 
kualitatif menurut (Sugiyono, 2008) 
merupakan metode baru yang mengabungkan 
metode positivisme dengan postpositivistik 
yaitu metode konfimatif/naturalistik dan 
temuan empiris, objektif, dan sistematis. 
Lokasi penelitian di Kecamatan Ratolindo. 
Adapun alasan pemilihan lokasi kecamatan 
berdasarkan jumlah penerima alokasi dana 
BOS terbesar dibandingkan dengan kecamatan 
yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Waktu 
penelitian direncanakan 3 (tiga) bulan sejak 
Agustus  sampai dengan November 2016. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
SD Negeri yang termasuk pada wilayah 
Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-
Una. Jumlah Populasinya sebanyak 17 SD 
Negeri. Untuk itu peneliti akan mengambil 3 
SD Negeri di Kecamatan Ratolindo sebagai 
sampel. Adapun pertimbangan atau alasan 
pemilihan sampel tersebut karena  sebagai 
penerima Dana BOS terbesar dari 17  SD 
Negeri yang ada di wilayah Keamatan 
Ratolindo. 
Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini dilakukan secara porposive 
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sampling, dengan kreteria tertentu 
sebagaimana dijelaskan pada penentuan 
sampel penelitian, yaitu 3 SD Negeri yaitu: 
SDN 8, SDN, 3 dan SDN 12 (sebagai unit 
analsis). Target responden sebanyak 33 orang 
yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, 
ketua komite, anggota komite, guru sekolah, 
kepala bidang yang menangani BOS, dan 
kepala bagian monev di UPT kecamatan 
Ratolindo. 
 
Motode Analisis Data 
a) Analisis Deskriptif Kualitatif  
Analisis dengan pendekatan kualitatif,  
diharapkan mampu menghasilkan uraian yang 
mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau 
perilaku yang dapat diamati dari suatu 
individu, kelompok, masyarakat, dan atau 
organisasi tertentu dalam suatu setting konteks 
tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang 
utuh, komprehensif, dan holistik.(Bogdan dan 
Taylor dalam Moleong;2000). 
 
b) Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Pendekatan analisis deskriptif kuantitatif 
menggunakan analisis  frekuensi dan mencari 
nilai rata-rata . Pengukuran item pertanyaan 
menggunakan skala likert, dengan memberi 
bobot masing-masing pertanyaan dari bobot 
tertinggi 5 dan yang terendah 1.  
 
 
Tabel 1. Kemungkinan Tanggapan Responden dan  Bobot jawaban 
Kemungkinan Tanggapan Bobot 
a. Sangat efektif/sangat transp/sangat setuju/S.penting  5 
b. Efektif/transp/setuju/Penting  4 
c. Kurang efektif/kurang transp/kurang setuju/K.penting  3 
d. Tidak efektif/tidak transp/tidak setuju/T. penting  2 
e. Sangat tidak efektif/sangat tidak transp/sangat tidak setuju/S.T. Penting 1 
 
Selanjutnya, untuk menentukan nilai 
rata-rata (mean)  diperoleh dari perkalian 
jumlah tanggapan atau frekuensi  (a,b,c,d,e) 
dikalikan dengan bobot (1-5)  kemudian dibagi 
jumlah responden. 
 
      (ax5) + (bx4) + ( cx3) + (dx2) + (ex1) 
Mean aritmatik = 
                                  Jumlah sampel 
Selanjutnya, untuk menentukan interval kelas sebagai berikut: 
    Bobot tertinggi–Bobot terendah           5 - 1 
Interval Kelas  =                                                         =                =  0,8 
                               Jumlah Kelas                            5 
 
Tabel 2.  Interval Kelas 
Tanggapan Interval 
 a. Sangat efektif/sangat transp/sangat setuju/S.penting 4,21 -  5,00 
b. Efektif/transp/setuju/Penting 3,41 – 4,20 
c. Kurang efektif/kurang transp/kurang setuju/K.penting 2,61 -  3,40 
d. Tidak efektif/tidak transp/tidak setuju/T. Penting 1,81 – 2,60 
e. Sangat tidak efektif/sangat tidak transp/sangat tidak setuju/S.T. Penting 1,00 -  1,80 
 
 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil 
Pembahasan hasil penelitian terbagi dua 
bagian, yaitu profil responden dan  deskriptif 
variabel penelitian, secara berturut turut akan 
dijelaskan sebagai berikut. 
 
1. Profil Responden 
Profil responden terdiri dari indikator 
jenis kelamin, strata pendidikan Profil 
responden terdiri dari indikator jenis kelamin,   
strata pendidikan, dan masa kerja. Selanjutnya,  
deskriptif responden dapat disajikan pada tabel 
berikut: 
a. Jenis Kelamin 
Hasil penelitian dari 33 responden yang 
tersebar di beberapa sekolah yang menjadi 
sampel, maka untuk indikator jenis kelamin 
dapat ditampilkan pada tabel berikut ini. 
 
Tabel 3. Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kel Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Laki-laki 12 36.4 36.4 36.4 
Perempuan 21 63.6 63.6 100.0 
Total 33 100.0 100.0  
  
Berdasarkan Tabel 3 di atas, 
menunjukkan bahwa dari 33 responden yang 
terjaring, maka responden dengan jenis 
kelamin perempuan lebih dominan 
dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini 
mengindikasikan bahwa sesuai dengan 
karakteristik dari pekerjaan sebagai tenaga 
pendidik tingkar dasar, terutama pengelola 
atau bendahara dana BOS mayoritas 
perempuan. Demikian halnya guru  pada 
Sekolah SD tersebut, juga yang terbanyak 
adalah guru perempuan. Akan tetapi, untuk 
jabatan Kepala Sekolah hampir 70% adalah 
Laki-Laki. 
 
b. Pendidikan  
Hasil penelitian dari 33 responden yang 
tersebar di beberapa sekolah yang menjadi 
sampel, maka untuk indikator  pendidikan 
dapat ditampilkan pada tabel berikut ini. 
 
 
Tabel 4. Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Pendidikan Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
SLTA 2 6.1 6.1 6.1 
DII 6 18.2 18.2 24.2 
S1 25 75.8 75.8 100.0 
Total 33 100.0 100.0  
 
Berdasarkan Tabel 4 di atas, 
menunjukkan bahwa dari 33 responden yang 
terjaring, maka responden dengan tingkat 
pendidikan S1 lebih dominan. Hal ini 
mengisyaratkan bahwa syarat guru dengan 
pendidikan minimal S1 rata-rata telah 
terpenuhi pada sekolah yang menjadi sampel 
penelitian. 
Untuk sampel orang tua murid rata-rata 
pendidikan DII dan SLTA.   
c. Masa Kerja 
Hasil penelitian dari 33 responden yang 
tersebar di beberapa sekolah yang menjadi 
sampel, maka untuk indikator masa kerja 








Tabel 5. Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja 
Masa Jabatan Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
< 5 tahun 5 15.2 15.2 15.2 
>5-10 THN 16 48.5 48.5 63.6 
 >10--15 THN 6 18.2 18.2 81.8 
>15-20 THN 3 9.1 9.1 90.9 
>20-25 THN 2 6.1 6.1 97.0 
>30 THN 1 3.0 3.0 100.0 
Total 33 100.0 100.0  
 
Berdasarkan Tabel 5 di atas, 
menunjukkan bahwa dari 33 responden yang 
terjaring, maka responden dengan masa kerja 
yang lebih lama antara 5-10 tahun. Namun, 
perlu dijelaskan bahwa untuk responden orang 
tua murid dan komite sekolah masuk dalam 
kategori kurang dari 5 tahun. Misalnya komite 
sekolah ada yang masa klerjanya sejak 
anaknya kelas satu dan berlanjut sampai 
dengan anaknya kelas 5 SD. 
 
2. Deskripsi Variabel Penelitian 
Deskripsi variabel penelitian yang terdiri 
manajemen berbasis sekolah dan  pengelolaan 
dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). 
Secara berturut turut akan diuraikan sebagai 
berikut.  
 
a. Variabel Manajemen Berbasis Sekolah 
Variabel manajemen berbasis sekolah 
terdiri dari 16 (enam belas) indikator penilaian 
dan hasil tabulasi frekuensi  menunjukkan nilai 
total mean sebesar 4.48. Dengan demikian 
rata-rata jawaban responden masuk kategori 
sangat baik. Kategori sangat baik tersebut, 
terutama pada indikator sekolah memiliki team 
work yang kompak, sekolah memiliki 
kemandirian, dan sekolah akuntabilitas dalam 
mengelola bos. Sedangkan jawaban responden 
yang relatif kurang yaitu pada indikator   
kesempatan berpartisipasi warga sekolah dan 
orang tua murid, sekolah memiliki 
sustainabilitas (keberlanjutan), dan 
mengutamakan keputusan staf  (musyawarah). 
Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen 
berbasis sekolah, walaupun sudah dinilai baik, 
namun untuk ke depan hal-hal yang masih 
lemah diperhatikan, terutama partisipasi warga 
sekolah dan orang tua murid disertakan dalam 
membuat perencanaan program dan kegiatan.  
 
b. Variabel Pengelolaan Bantuan  Dana 
BOS (Biaya Operasional Sekolah) 
Variabel pengelolaan bantuan Dana Bos 
terdiri dari 12 (dua belas) indikator penilaian 
dan berdasarkan hasil tabulasi frekuensi 
menunjukkaan bahwa total nilai mean untuk 
variabel pengelolan bantuan dana BOS secara 
keseluruah di nilai baik oleh responden (total 
nilai rata-rata 4,69). Nilai mean tertinggi 
disumbangkan oleh indikator: membuat RKAS 
(Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah),   
memverifikasi jumlah dana, dan  mengelola 
Dana Bos secara bertanggung jawab dan 
transparan. Sedangkan nilai mean yang realtif 
rendah adalah memberikan pelayanan dan 
penanganan pengaduan masyarakat, dan  
memasang spanduk bebas biaya. Hal ini 
menindikasikan bahwa pihak sekolah dalam 
mengelola adana BOS berupaya untuk tetap 
transparan kepada semua pihak stockholder 
dengan menempel dipapan pengumuman 
tentang rincian pengeluaran dana bos, dan juga 
pada saat rapat disertakan laporan 
pertanggungjawaban. Namun,  masih ada 
sekolah yang belum memberikan ruang bagi 
masyarakat terutama orang tua murid  untuk 
melapor jika terjadi hal-hal yang tidak 
transparan dan juga seharusnya disetiap 
penerimaan siswa pada pintu gerbang 
seharusnya terpasang informasi “ Bebas Biaya 





Pendidikan atau Sekolah ini dijamin dengan 
Dana BOS”. 
 
Pembahasan   
1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
Sekolah Dasar Negeri Wilayah 
Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo 
Una-Una 
Manajemen BOS ditingkat sekolah 
didasarkan pada prinsip professional, 
transparan dan akuntabel yang 
implementasinya diperankan oleh kepala 
sekolah. Berdasarkan temuan penelitin yang 
dilakukan di wilayah Kecamatan Ratulindo, 
pada kenyataannya telah melakukan prinsip 
tersebut terutama dilihat dari kemampuan 
kepala sekolah untuk menciptakan team work 
yang kompak dan mandiri sehingga penerapan  
akuntabilitas dalam mengelola bos lebih 
transparan. Lebih lanjut, hasil penelitian 
Susilawaty, dkk (2012) di Sekolah Dasar 
Negeri Banda Aceh, menemukan bahwa  
bahwa kemampuan kepala sekolah dalam 
manajemen berbasis sekolah khususnya 
manajemen pembiayaan menjadi sangat 
strategis dan  kepala sekolah  memiliki visi 
strategis pembiayaan untuk jangka pendek, 
jangka menengah dan jangka panjang sehingga 
pemanfaatan baiaya dari berbagai sumber 
menjadi efisien. 
Selanjutnya, pada penelitian ini masih 
terdapat kelemahan penerapan manajemen 
berbasis sekolah di Wilayah Kecamatan 
Ratulindo, terutama kurangnya melibatkan 
berpartisipasi orang tua murid atau yang 
mewakili. Menurut Susilawaty, dkk (2012)  
bahwa meskipun penerapan MBS pada 
pengolaan sekolah sudah berjalan lebih kurang 
10 (sepuluh) tahun yang lalu, namun dalam 
pelaksanaannya masih ditemukan berbagai 
hambatan, sehingga pelaksanaan MBS belum 
mencapai keberhasilan yang diharapkan atau 
optimal. Demikian halnya analisis yang 
dilakukan oleh  Dirjen Pendidikan Dasar 
Menengah (2006) menyebutkan sedikitnya ada 
tiga faktor yang menyebutkan mutu 
pendidikan tidak mengalami peningkatan 
secara merata antara lain peran serta 
masyarakat khususnya orang tua siswa dalam 
penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat 
minim, partisipasi masyarakat selama ini lebih 
banyak bersifat dukungan input (dana), bukan 
pada proses pendidikan (pengambilan 
keputusan, monitoring, evaluasi dan 
akuntabilasi). 
Pendapat lain mengatakan bahwa 
manajemen pendidikan menurut  Mulyasa 
(2002) adalah proses kerja sama yang 
sistematik, sistemik dan komprehensif dalam 
rangka mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. Pendapat ini lebih menekankan pada 
pentingnya pencapaian tujuan pendidikan 
sebagai indikator dalam keberhasilan proses 
pendidikan yang diselenggarakan di semua 
jenjang pendidikan. Hal ini semakin diperkuat 
dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah 
sebagaimana yang dikemukakan oleh 
(Umiarso dan Gojali, 2011) adalah suatu 
pendekatan politis untuk mendesain ulang 
organisasi sekolah dengan memberikan 
kewenangan dan kekuasaan kepada sekolah 
untuk berpartisipasi guna memajukan 
sekolahnya. Pendapat ini memiliki kecende-
rungan lebih kepada pemberian otonomi 
kepada sekolah, berbagai pandangan serta 
pendapat ini relatif memiliki arah dan tujuan 
yang sama.Hal ini sejalan dengan pendapat 
(Minarti, 2011) yang mengemukakan bahwa 
MBS merupakan suatu model manajemen 
yang memberikan otonomi lebih besar kepada 
sekolah dan mendorong pengambilan 
keputusan partisipatif yang melibatkan secara 
langsung semua warga sekolah (kepala 
sekolah, gu-ru, peserta didik, pegawai sekolah, 
orangtua murid, dan masyarakat) untuk 
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 
kebijakan pendidikan nasional. 
Agar implementas MBS dapat efektif, 
yaitu diharapkan dapat manca-pai tujuan 
secara produktif, maka diperlukan kejelasan 
lingkup dan kewe-nangan yang akan menjadi 
tanggung jawab sekolah sebagai bagian dari 
pro-ses pendelegasian sebagian kewenangan 
kepada sekolah, adapun lingkup layanan MBS 
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sebagaimana dikemukakan oleh (Mulyasa, 
2002) adalah meliputi 1) Manajemen 
Kurikulum, 2) MBS pembelajaran, 3) 
Manajemen Tenaga Kependidikan, 4) 
Manajemen Kesiswaan, 5) Manajemen 
Pembiaya-an, 6) Manajemen Sarana dan 
Prasarana Pendidikan, 7) Manajemen 
hubungan Sekolah dengan Masyarakat, 8) 
Manajemen hal-hal khusus. 
Berdasrkan uraian tersebut di atas, 
penerapan MBS diharapkan akan mendorong 
terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan 
kepada masyarakat, dengan muaranya pada 
upaya peningkatan mutu pendidikan secara 
keseluruhan secara efektif dan produktif.  
 
2. Pengelolaan Bantuan  Dana BOS (Biaya 
Operasional Sekolah) Sekolah Dasar 
Negeri Wilayah Kecamatan Ratulindo 
Kabupaten Tojo Una-Una 
Pengelolaan BOS tidak terlepas dari 
peranan kepala sekolah dalam arti bagaimana 
epala sekolah mengatur alokasi pembiayaan 
untuk operasional sekolah. Aspek mendasar 
dari manajemen adalah perencanaan, dalam 
hal pembiayaan disebut penganggaran. 
agaimana kepala sekolah merencanakan 
keuangan untuk rencana kegiatan beserta 
sumber daya pendukung lainnya menjadi 
penting. 
Melalui program BOS yang terkait 
pendidikan dasar sembilan tahun, 
pengelolaannya memperhatikan hal berikut 
(Dirjen Mandikdasmen, 2009): 1) BOS harus 
menjadi sarana penting untuk meningkatkan 
akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun; 2) 
Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin 
putus sekolah karena tidak mampu membayar 
iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah; 
3) Anak lulusan sekolah tingkat SD, harus 
diupayakan kelangsungan pendidikannya 
kesekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada 
tamatan SD /setara tidak dapat melanjutkan ke 
SMP/setara; 4) Kepala Sekolah mencari dan 
mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan 
berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk 
ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila 
teridentifikasi anak putus sekolah yang masih 
berminat melanjutkan agar diajak kembali ke 
bangku sekolah; 5) Kepala sekolah harus 
mengelola dana BOS dengan transparan dan 
akuntabel; dan 6) BOS tidak menghalangi 
peserta didik, orang tua siswa, atau walinya 
memberikan sumbangan sukrela yang tidak 
mengikat kepada sekolah. 
Berdasarkan temuan penelitian yang 
dilakukan di Sekolah Dasar Wilayah 
Kecamatan Ratulindo menunjukkaan bahwa  
pengelolan bantuan dana BOS secara 
keseluruah di nilai baik terutama pada 
perencanaan RKAS (Rencana Kegiatan 
Anggaran Sekolah), aktivitas rutin melakukan 
verifikasi jumlah dana, mengelola Dana Bos 
secara bertanggung jawab dan transparan. 
Penelitian ini sejalan dengan hasil  penelitian 
yang dilakukan Yahya Sudarta, dkk (2014) di 
beberapa sekolah wilayah Bandung Utara dan 
hasil penelitiannya mengemukakan bahwa 
Interpretasi pola pengaturan kerja pengelolaan 
BOS data juga menunjukkan bahwa terdapat 
dua variasi model alternatif, yaitu pola tersebar 
berdasarkan kemampuan dan pola tersebar 
berdasarkan kesempatan. Pola tersebar 
berdasarkan kemampuan memiliki ciri struktur 
manajemen dimana kepala sekolah melibatkan 
beberapa guru dalam pengelolaan BOS 
berdasarkan kemamupuan dan kemauan guru 
yang bersangkutan. Sementara, pola tersebar 
berdasarkan kesempatan memiliki ciri kepala 
sekolah merotasi penugasan guru secara 
bergilir setiap tahunnya. 
Lebih lanjut, penelitian ini diperkuat 
oleh Afrilliana Fitri (2014) menemukan bahwa 
pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar di 
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota 
Bukittnggi secara keseluruhan berada pada 
kategori cukup baik dengan rata-rata skor 3,57. 
Dari pengumpulan data pernyataan yang 
mendukung bahwa kegiatan pelaporan dan 
pertanggungjwaban penggunaan dana BOS ini 
cukup baik dilaksanakan diperlihatkan dari 
pernyataan melengkapi RKAS dengan rincian 
rencana penggunaan, realisasi penggunaan 
dana dan harus diiringi dengan 





pertanggungjawaban, dan dalam melaporkan 
dana BOS semua pengeluaran yang dibiayai 
dana BOS harus didukung dengan bukti 
pengeluaran. Menurut Juknis Penggunaan 
Dana BOS 2013 hal yang dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan dalam penggunaan 
dana BOS memenuhi unsur RKAS, realisasi 
penggunaan dana BOS, pembukuan, bukti 
pengeluaran, dan waktu pelaporan. Dalam 
Juknis penggunaan dana BOS semua unsur ada 
format tertentu, dan format tersebut harus 
diikuti dan tidak boleh diubah. 
Selanjunya, dari hasil penelitian masih 
terdapat beberapa kelemahan pengelolaan 
BOS di SDN Kecamatan Ratolindo, terutama 
sekolah relatif belum  memberikan pelayanan 
dan penanganan pengaduan masyarakat, dan  
memasang spanduk bebas biaya. Katz dalam 
Idhar Yahya (2006 ), menjelaskan transparansi 
merupakan proses demokrasi yang esensial 
dimana setiap warga Negara dapat melihat 
secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari 
pemerintah mereka daripada membiarkan 
aktivitas tersebut dirahasiakan. Transparansi 
memberikan informasi keuangan yang terbuka 
dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 
untuk mengetahui secara terbuka dan 
menyeluruh atas pertanggungjawaban 
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 
yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 
pada peraturan perundang-undangan. 
transparansi menjamin bahwa data sekolah 
yang dilaporkan mencerminkan realitas. Jika 
terdapat perubahan pada status data dalam 
laporan suatau sekolah, transparansi penuh 
mensyaratkan bahwa perubahan itu harus 
diungkapkan secara sebenarnya dan dengan 
segera kepada semua pihak yang terkait. 
Penelitian ini diperkuat oleh Slavin, Hopkins 
dalam Giyanto, (2014), dalam penelitiannya 
yang berjudul Can FinancialIncentives 
Enhance Educational Outcomes Evidence 
from International Experiments, (terjemahan) 
berpendapat bahwa penelitian di negara-negara 
berkembang telah menemukan bahwa 
memberikan keluarga dengan insentif 
keuangan yang signifikan sederhana 
meningkatkan kehadiran siswa sekolah 
menengah, efek pada tingkat kelulusan dan 
pembelajaran. 
Berdasarkan beberapa temuan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana 
BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
sekolah yang kegiatannya mencakup 
pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang 
serta pelaporan keuangan, sehingga 
memudahkan proses pengawasan atas 
penggunaan dana. Sebagai salah satu bentuk 
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan 
Program BOS, masing-masing pengelola 
program diwajibkan untuk melaporkan hasil 
kegiatannya kepada pihak terkait. Secara 
umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana 
program adalah yang berkaitan dengan 
statistik penerima bantuan, penyaluran, 
penyerapan, pemanfaatan dana, 
pertanggungjawaban keuangan serta hasil 
monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan 
penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut. 
1. Variabel Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) dalam penerapannya di Sekolah 
Dasar Negeri Wilayah Kecamatan 
Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una dinilai 
baik, dengan total mean sebesar 4.48, 
terutama sekolah memiliki team work yang 
kompak, sekolah memiliki kemandirian, 
dan sekolah akuntabel dalam mengelola 
Bos. Namun,  yang relatif lemah adalah 
kesempatan berpartisipasi warga sekolah 
dan orang tua murid,  dan belum 
sepenuhnya  mengutamakan keputusan staf  
(musyawarah). 
2. Variabel pengelolan bantuan dana BOS 
secara keseluruah dinilai baik, diperoleh 
total nilai rata-rata 4,69. Nilai mean 
tertinggi disumbangkan oleh indikator: 
membuat RKAS (Rencana Kegiatan 
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Anggaran Sekolah),   memverifikasi jumlah 
dana, dan  mengelola Dana Bos secara 
bertanggung jawab dan transparan. Namun, 
masih ada sekolah yang belum memberikan 
ruang bagi masyarakat terutama orang tua 
murid untuk melapor jika terjadi hal-hal 
yang tidak transparan dan  masih terdapat 
sekolah yang belum memasang informasi “ 
Bebas Biaya Pendidikan atau Sekolah ini 
dijamin dengan Dana BOS”. 
 
Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan penelitian, 
maka disarankan sebagai berikut. 
1. Sebaiknya sekolah memberi kesempatan 
berpartisipasi kepada  warga sekolah dan 
orang tua murid, terutama melibatkan 
dalam rapat penyusunan RKAS 
2. Kepala Sekolah sebaiknya mengambil 
keputusan dengan melibatkan staf 
adiministrasi sebagai komponen dalam 
pelaksanaan MBS. 
3. Sekolah seharusnya menyediakan waktu 
dan tempat pengaduan terkait dengan 
pelaksanaan transparansi pengelolaan Dana, 
dan setiap tahun ajaran baru memasang 
informasi “ Bebas Biaya Pendidikan atau 
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